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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai status 

hukum anak dalam perkawinan multikultural antara pria Minangkabau 

dan wanita Nias perspektif maqashid al-syariah, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perbedaan antara sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh 

masyarakat Minangkabau dan patrilineal yang berlaku di kalangan 

masyarakat Nias memunculkan dampak terhadap penentuan status 

hukum anak dalam konteks adat pada perkawinan multikultural 

antara pria Minangkabau dengan wanita Nias. Ketidaksesuaian prinsip 

ini menyebabkan anak yang lahir dari perkawinan semacam itu 

mengalami kesulitan untuk sepenuhnya terintegrasi secara struktural 

dalam kedua sistem kekerabatan yang berbeda tersebut. Namun 

terkhusus dalam kasus penelitian ini, anak yang lahir dari perkawinan 

antara pria Minangkabau dengan wanita Nias mengikuti suku dari 

ayahnya. 

2. Dalam pandangan maqashid al-syariah, tujuan hifz nasl adalah menjaga 

kejelasan garis keturunan, martabat, serta legitimasi sosial anak. 

Dalam kasus ini, aspek legal-formal dari hifz nasl telah terpenuhi 

karena perkawinan dilakukan secara sah, sehingga nasab anak 

menjadi jelas. Namun, perlindungan keturunan dalam dimensi sosial-

adat belum optimal, lantaran pasangan yang diteliti tidak mengetahui 

apalagi melaksanakan mekanisme malakok sebagai langkah integrasi 

sosial-adat. Sebagai tradisi Minangkabau, malakok berfungsi penting 

dalam memperjelas afiliasi sosial dan memperkuat legitimasi adat 

anak dalam struktur masyarakat. Ketidaktahuan dan pengabaian 

mekanisme ini membuat perlindungan keturunan hanya memenuhi 

syarat yuridis, tetapi belum menjangkau dimensi sosial dengan 
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sepenuhnya. Dengan demikian, hifz nasl di sini dapat dianggap tercapai 

secara normatif, namun belum terimplementasi secara menyeluruh 

dalam aspek sosial dan adat. 

5.2 Saran 

1. Bagi pemangku adat dan masyarakat lokal, diharapkan adanya 

pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dalam menerima dan 

mendukung anak hasil perkawinan multikultural. Sistem kekerabatan 

yang berbeda tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi hak-

hak anak, merendahkan martabatnya, atau menghapuskan posisi sosial 

mereka. Sebaliknya, perbedaan tersebut seyogianya dikelola melalui 

proses musyawarah adat yang mengutamakan nilai kemaslahatan serta 

perlindungan terhadap generasi penerus. 

2. Kepada kalangan akademisi dan peneliti di masa mendatang, 

disarankan untuk menggali lebih dalam isu-isu mengenai perkawinan 

multikultural melalui pendekatan yang lebih kuat dan interdisipliner. 

Terutama, penelitian dapat diarahkan pada analisis terhadap dampak 

psikologis dan sosial yang dialami oleh anak-anak dari perkawinan 

semacam ini. Kajian selanjutnya juga dapat memperluas diskursus 

maqashid al-syariah dengan mengaitkannya pada aspek pluralisme 

hukum, pemenuhan hak-hak anak, serta interaksi antara nilai adat 

dalam masyarakat majemuk.    
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